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BADAN PENGAWAS PEMILlHAN UMUM 
KOTA GUNUNGSITOLI 

n. Diponegoro No. 348B Kota Gunungsitoli 
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Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KOTA GUNUllGSITOLI 

IIOIIOR: '-"2./K.BAWA8LPROV.8U 37/HK.01.01/11/3033 

TEBTAIIG 

TIM PERGELOLA JARINGAlf DOKUMERTASI DAIi IRFORMASl BOKOM 
BAD.Alf PElfGAWAS PEMILIBAR UMUM KOTA GUNUKGSITOLI 

KBTUA BAD.Alf PBNGAWAS PEIIILIIIAB UIIUII KOTA GUNUKGSITOLI 
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional 
kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi 
dan infonnasi hukum di lingkungannya; 

b. Bahwa dokumentasi dan infonnasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan 
baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, berslh dan 
bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan 
infonnasi hukum yang dibutuhkan; 

c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan infonnasi hukum yang lengkap, akurat, 
mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, 
perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi 
hukum nasional yang terpadu; 

d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang infonnasi hukum 
tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokurnentasi dan 
lnfonnasi Hukum pada Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli; 

e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Baden Pengawas 
Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan 
Pengawas Pemlllhan Umum Provins!, Sekretarlat Baden Pengawas Pemllihan 
Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kecamatan; 

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan 
dokumentasl dan lnfonnasl hukum. 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubemur, Bupatl, den Wallkota Menjadl Undang-Undang ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5656) sebagalmana telah beberapa kali dlubah 
terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga ates Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerlntah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemlllhan Gubemur, Bupatl , den Wallkota menjadl Undang- Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Ookumen dan lnformasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692); 
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor- 943). 
7. Peraturan Badan Pengawas P-emilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Qrg~ni~~~i <;l~m T~@ Kerj@ ~~kn~@ri~t J~n<J~1111 ~@C;l@n P~ngaw@s Pemilih~n Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor411); 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI Tl:NTANG TIM PfiNGELOLA JARINGAN OOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Baden Pengawas Pemilihan Umum Kata Gunungsitoli dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini. 

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan 

informasi dokumentasi hukum Bawaslu; 
b. Pembingun~n $i$tem infgrma,i h1,,1kum be~$i$ teknolc;>gi infQrm;:_t$i dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JOIHN; 
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu; 
d. Penyedlaan sarans dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum Bawaslu ; 
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (due) kali dalam satu bulan; dan 
f. Penyampaian la po ran setiap tahun di bu Ian Desember kepada Badan Pengawas 

Pemiihan Umum Provinsi Sumatera Utara. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jarlngan Dokumentasl lnformasi Hukum Bawaslu Kota Gunungaltoll sebagalmana dlmaksud dalam dlktum KESA TU bertanggung Jawab kepada Ketua Bawaelu Kola Gunungeltoll. 



KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan Yth : 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi 
lnfonnasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dibebankan 
pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan 
perbaikan kembali sebagaiamana mestinya. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Gunungsitoli 
: 2, !, November 2020 

Ketua Bawaslu Provins! Sumatere Utara 
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5 
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Lampiran Keputuaan Ketua Bawaalu Kota Gunungsitoli 
Nomor : 11. /HK.01.01/K.SU-12/11/2022 
Tanggal : 13 November 2022 

'SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI 

Nama 

Endra Amri Polem 

Nuralia Lase, M.Pd 

G6'ozisokhi Zega, S.Pd 

Anugrah F Zendrato, SE 
.. 

,--:,; -
Roy Nirmawan Hulu, SH 

! -

' 
Wellman Meisokhi Ziliwu, SH, MH 

Yufrin Permata Bate'e. S.I.P 

Jabatan Jabatan IJalaiii Tiffi 

Ketua Pembina 
Angota Pembina 
Angota Pembina 

Koordinator Sekretariat Penanggung Jawab 

. 
Staf Hukum Ketua 

Penanganan Pelanggaran 
dan Sengketa 

' 

Staf Hukum Anggota 
Penanganan Pelanggaran 

dan Sengketa 
Staf Hukum Anggota 

Penanganan Pelanggaran 
dan Sengketa 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Gunungsitoli 
: 2. 3, November 2020 

BADAJII PENGAWAS PEMILIBAR UIIUII 
KOT GSITOLI 

A 
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